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BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah melakukan analisa/pembahasan mengenai eksistensi Undang-undang
Bantuan Hukum bagi paralegal maka dapat disimpulkan :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak bisa
dijadikan landasan yuridis bekerjanya paralegal pada saat ini. Sebab secara
formal memang ada klausul yang memuat mengenai paralegal akan tetapi tidak
secara jelas dan tegas mengatur tentang paralegal. Undang-undang Bantuan
Hukum hanya mengakui keberadaan paralegal dengan menyinggung soal
paralegal tapi tidak diatur lebih jauh dan rinci mengenai paralegal. Dengan
demikian maka Undang-undang Bantuan Hukum tidak dapat melindungi
paralegal secara hukum.

2. Untuk mengoptimalisasikan paralegal dimasa mendatang maka seharusnya di
lakukan pembaharuan Undang-undang Bantuan Hukum yang menyangkut
pengertian paralegal, ruang lingkup paralegal, dan perlindungan hukum bagi

paralegal dalam bekerja
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B. Saran

Berdasarkan analisa dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan

saran-saran yaitu :

1. Paralegal pertama kali diakui olen Negara dalam Undang-undang Nomor
16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum, jadi seharusnya Undang-undang
Bantuan Hukum dapat menjadi pedoman dan kekuatan bagi paralegal
dalam bekerja di lapangan, serta dapat melindungi paralegal secara
hukum.

2. Diharapkan agar segera adanya pembaharuan Undang-undang Bantuan
Hukum dapat dilaksanakan, khususnya pembaharuan yang memuat dan
mengatur mengenai paralegal. Pembaharuan Undang-undang bantuan
hukum yang dilakukan adalah mengenai pengertian, ruang lingkup dan
perlindungan hukum bagi paralegal, agar kedepanya dalam bekerja
paralegal di lapangan, paralegal dapat dilindungi sebagaimana pemberi
bantuan hukum lainya. Dengan adanya perlindungan hukum bagi
paralegal maka secara otomatis dapat menambah kinerja dan
mengoptimalisasikan kerja paralegal dalam memberikan bantuan hukum

bagi masyarakat yang tidak mampu.
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